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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 15 TAHUN 2015
==========================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  15  TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;

b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas  Puskesmas;




	1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17);

	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan


	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS.



	
	
	BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

6. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.



	
	
	BAB II

TUJUAN DAN MAKSUD
Pasal 2
Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3
Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memberikan kompensasi/ imbalan yang proporsional atas resiko kerja yang dihadapi.



	
	
	BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4
Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria besaran resiko kerja yang dihadapi.


	
	
	BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 5
Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu  juta tiga ratus ribu rupiah)
Pasal 6
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.



	
	
	BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 7
Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

b. menjalani cuti besar;

c. menjalani cuti bersalin;

d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik;
e. menjalani bebas tugas; dan
f. jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan dan sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin yang apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai diberhentikan pembayaran tambahan penghasilan.

	
	
	

	
	
	BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan. 




Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal  24 Maret 2015

BUPATI TABANAN,

                TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal    24 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                  TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 15
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